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PENETAPAN
Nomor 3281/Pdt.G/2017/PA.Dpk
gl 3l gad 31 A phy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

I umur 36 tahun, agama Islam,

pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal
o I
I (ota Depok, selanjutnya disebut

sebagai Penggugat;
Melawan

I . 37 tahun, agama Islam,

pendidikan° SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di |
I Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06
November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok
pada tanggal 07 November 2017 dengan register perkara Nomor
3281/Pdt.G/2017/ PA.Dpk, yang dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam

surat gugatan Penggugat;
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Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, baik Penggugat
maupun Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan
terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara
in person di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim
telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun
membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya.
Selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk
berdamai melalui proses mediasi dengan difasilitasi Mediator bernama Risman
Kamal, S.H. Dari laporan Mediator tanggal 04 Desember 2017 dinyatakan
bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan, yaitu Penggugat dan Tergugat
telah berdamai dan kembali rukun membina rumah tangga. Atas hal tersebut di
persidangan tanggal 18 Desember 2017 Penggugat telah mencabut

gugatannya secara lisan ;
Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka

pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;
Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum
dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitupun proses mediasi sebagaimana
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1
Tahun 2016 dalam perkara ini telah dilaksanakan. Dari laporan Mediator dan
keterangan para pihak di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah
berdamai dan kembali rukun membina rumah tangga. Atas hal tersebut

Penggugat mencabut gugatannya;
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Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tersebut
karena Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun membina rumah tangga,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan gugatan
Penggugat didasarkan atas alasan hukum yang sabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan
ketentuan Pasal 271 Ry, Majelis dapat mengabulkan permohonan Penggugat
untuk mencabut perkaranya, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Depok untuk mencatat pencabutan pekara tersebut dalam register

perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut 'perkara Nomor
3281/Pdt.G/2017/PA.Dpk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 18 Desember
2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh
kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad
Raini, S.H. dan H.M. Jazuli, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan
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sia

dibantu oleh Nani Nur'aeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

oleh Penggugat dan Tergugat.

NUITERI\I

&AEFE

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota, Hakim Anggota

H.M. Jazuli, S.Ag, M.H.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Panitera P anti,

1 Nur'aeni, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
Biaya Proses Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan  Rp. 225.000,-
Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
Biaya Meterai Rp. _ 6.000.-
Jumlah Rp. 316.000,-

ISLEE VI N

Halaman 4 dari 4 halaman. Penetapan No.3281/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 4

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



